
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IT Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5954}; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

TENT ANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS KEBAKARAN KOTA KEBDARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota 
Kcndari; 

b. hahwa unruk melaksanakan ketent.uan Pasal 16 ayat 
(2) Peraruran Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Jnstansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraruran WAlikota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaranan Kota 
Kendari; 

PROVINSISULAWESITENGGARA 
PERATURAN WALJKOTA KENDARI 

NOMORi0 TAHUN 2022 

WALIKOTA KENDARI 

Mengingat 

Menimbang 

• 



11. 

10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tenrang perubahan atas 
Peraturan Pernerintah Nomor 1 l Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara: 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 6477); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 20L8 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nornor 16 Tahun 2020 
tentang Pedoman Nornenklatur Dinas pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 283); 
Pcraturan Mcntcri Pcndayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Adminlstrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisaai 
Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546); 
Peraturan Daerah Kuta Kendari Nornor 5 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerab Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubab beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 11 Tabun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari [Lembaran Daerab Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11) 

5. 
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Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
adalah Dinas Kebakaran. 

Pasal 3 

Bagi.an Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
Ketentraman dan Ketertiban serta Perllndungan Masyarakat sub bidang 
Kebakaran diwadahi dalam bentuk Dinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentu.k Perangkat Daerah 

BABil 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dcngan : 
l. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintaban Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pcmcrintah Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerab adalab Sekretaris Daerah Kota Kcndari. 
5. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kora Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran l<ota Kendari. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkup 
Dinas Kebakaran Kota Kendari. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas Kebakaran Kota 
Kendari. 

9. Sub Koordinator adalah -Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENT ANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN 
KOTA KENDARI. 

Menctapkan 

MEMUTUSKAN : 
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( l J Susunan Organisast Dinas, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekreta.riat; 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organ-1.sasi 

Dalam melaksanakan. tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas 
rnenyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

serta penyelamatan dibidang Kebakaran; 
b. pelaksanaan kebijakan, pcdoman dan standar teknis pelaksanaan 

pencegahan dan penanggulangan kebaka.ran serta penyelamatan dibidang 
Kebakaran; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran serta penyelamatan clibidang Kebakaran; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas: dan 
e. pelaksanaan fungsi la.in yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsi Dinas. 

Pasal 7 

Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan 
bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat sub bidang Kebakaran. 

Pasal6 

Pasal 5 

(l) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada WaJikota melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Orge.nisasl 

BAB ID 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasiftkaaikan 
atas Tipe A. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1.), berdasarkan 
hasil pengukuran tntensttas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Kebakaran, 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Bagian Ketlga 
Tlpe Perangkat Daerah 
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(1) Sekretariat, terdiri alas: 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Program; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Sub Bagian Keuangan. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l O ayal ( 1), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran kebakaran; 
b. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; 
c. penyelenggaraan urusan umum rneliputi kerumahtanggaan, 

ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearaipan; 
d. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis 

penanggulangan kebakaran dan penyelamaran; 
e. pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan; 
f. pengelolaan barang mllik/kekayaan daerah; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 

tugas dan tungsinya. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umurn, 
menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan 
keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, 
penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan , 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 j, dipimpin oleh 
Sckretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Bagian Seluetariat 

Kepala Oinas bertugas mernimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan 
membina bawahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
Kebakaran dan Penyelarnatan. 

Pasal 9 

Baglan Keaatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSl 

c. Bidang Pencegahan; 
d. Bidang Pemadaman; 
c. Bidang penyelamatan; 
r. Bidang Sarana dan Prasarana; 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
h. Kelompok .Iabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercanturn pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1). Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi · 
a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pencegahan; 
b. pelaksanaan rencana strategis clan dokumen pelaksanaan Bidang 

Pencegahan; 
c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis upaya pencegahan 

kebakaran; 
d. pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap perangkat daerah, 

instansi pemerintab/swasta dan masyarakat; 
e. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran 

bangunan gedung; 
I, pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran 

pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya; 
g. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan 

persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, angkutan dan 
pergudangan bahan berbahaya; 

h. pelaksanaan registrasi pengkajian ieknis keselamatan kebakaran, 
instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/acau proteksi 
kebakaran; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

( 1) Bi dang Pencegahan bertugas melaksanakan standar teknis, pengawasan 
penggunaan bahan berbahaya dan pengendalian pencegahan kebakaran. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayar (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Pencegahan 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, bertugas rnenyusun rencana strategis, rencana 
kerja, standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, laporan 
akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan program 
Dinas. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf b, berrugas rnelaksanakan kegiatan surat 
rnenyurat, kearsipan, rurnah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan 
daerah dan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi 
kepegawaian, perjanjian kinerja dan ketatalaksanaan Dinas. 

(3) Sub Bagian Kcuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf c, bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
Dinas meliputi penatausahaan, perbendaharaan, pcmbukuan dan 
inforrnasi manajemen keuangan. 

Pasal 13 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 
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evaluasi 
operasi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(1 ), Bidang Pemadaman menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana strategis dan re.ncana kerja urusan pemadarnan; 
b. pelaksanaan rencana strategis dao dokumen kegiatan pemadaman; 
c, penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pemadaman; 
d. pengoordinasian bantuan opcrasi pemadaman kebakaran dan/atau 

operasi penyelamatan di luar wilayah kota kendari; 
e. pengelolaan sistem informasi manajemen kebaka.ran dan pcnyelamatan; 
f. pelaksanaan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran 

dan penyelamatan; 
g. pelaksanaan penyajian data dan informasi kegiatao operasi pemadarnan 

kebakaran dan penyelamatan; 
h. pemberian informasi, saran tindak, takti.k dan strategi operasi kepada 

kepala dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran; 
L pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan 

pelaksanaan operasi pernadarnan kebakaran dan/atau 
penyelamatan; dan 

j. pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 

(1) Bidang Pemadaman bertugas melaksanakan perencanaan, pengendalian 
dan komunikasi pernadaman. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayar ( 1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Din as. 

Pasal 18 

Baglan Keempat 
Bidang Pemadaman 

(l) Scksi Pernberdayaan M.asyarakat dan Pelatihan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 16 huruf a, bertugas melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan peran masyarakat serta pclatihan dalam penanggulangan 
kebakaran dan penyelamatan. 

(2) Seksi Kerjasama dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
huruf b, bertugas melaksanakan penyelamatan dan partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tnformasi dan publikasi 
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, 

(3) Seksi sebagaJmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bcrtanggung jawab kepada 
Bidang Pencegahan. 

Pasal 17 

Bidang Pencegahan, terdiri atas : 
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; 
b. Seksi Kerjasama dan Publikasi; dan 
c. Kelompok .Jabatan Fungsional. 

Pasal 16 
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Bidang Penyelamatan, terdiri atas : 
a. Seksi Rencana Operasi Penyelamatan; 
b. Seksi Medis Darurat; dan. 
c. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 24 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l), 
Bidang Penyelamatan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusun rencana strategis dan rencana kerja urusan penyelamatan 

keJadian kebakaran; 
b. pelaksanaan rencana srrat.egis dan dokumen pelaksanaan kegiatan 

penyelamatan; 
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelamatan pada 

kecelakaan transportasi bangunan, air, ketinggian, korban kebakaran 
dan bantuan layanan mcdis darurat/ambulans; 

d. pemberian bantuan operasi penyeiamatan, termaksud pengerahan 
bantuan sumber daya untuk pelaksanaan tugas penyelamacan; 

e. pembinaan kesiapsiagaan dan kesigapan pegawai sebagai petugas 
penyelamatan; 

f. pelaksanaan pembinaan teknis penyelamatan pada perangkat daerah, 
instansi pemerintahan/ swasta dan rnasyarakat dalam penyelamatan; 

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyelamatan; 
dan 

b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kcpala Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 23 

(1) Bidang Penyelarnatan bertugas melaksanakan kegiatan penyelamatan 
pada kecelakaan transportasi, bahan-bahan berbahaya, bangunan, air, 
ketinggian dan bantuan Jayanan medls darurat/ambulans. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Baglan Kelima 
Bidang Penyelamatan 

Pasal 22 

Pasal 21 

(1) Seksi Rencana Operasi Pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 huruf a, bertugas melaksanakan kegiatan menyusun rencana operasi 
rnernadamkan kebakaran. 

(2) Seksi Komunikasi Operasi dan Investigasi sebagaimana dirnaksud. dalam 
Pasal 20 huruf b, bertugas rnelaksanakan kegiatan komunikasi operasi 
pemadam kebakaran dan penyelarnatan. 

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bidang Pcmadaman. 

Bidang Pemadaman, terdiri atas : 
a. Seksi Rencana Operasi Pemadarnan; 
b Seksi Komunikasi Operasi dan lnvestigas; dan 
c. Kelornpok Jabatan Fungsional 

Pasal 20 

- 8 - 



Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas : 
a. Seksi Prasarana Teknis; 
b. Seksi Sarana Teknis; dan 
c. Kelompok Jabata.n Fungsional. 

Pasal 28 

Pasal 27 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
( 1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan prasarana dan 

sarana; 
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan kegiatan 

prasarana clan sarana; 
c. pclaksanaan k.ebijakan, pedoman dan stan.dar teknis prasarana dan 

sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 
d. penyusun standarisasi prasarana dan sarana penanggulangan kcbakaran 

dan penyelamatan; 
e. penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan penyediaan dan 

pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana penanggulangan 
kebakaran dan penyelamatan; 

f. penyimpanan, penyediaanypcmbukuan dan penyaluran prasarana dan 
sarana penanggulangan kebakaran dan penyelaroatan; 

g. pengendalian penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan 
kebakaran dan penyelarnatan; 

h. pemberian data Inforrnasi meugenai ketersediaan dan kelayakan 
prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelaroatan; 

i. pelaporan dan perta.nggungjawaban pelaksanaan kegiatan prasarana dan 
sarana; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang cliberi.kan oleh Kepala Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 26 

(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, penyediaan, penyimpanan dan distribusi serta pengawasan 
dan pengendalian prasarana dan sarana penanggulangan kcbakaran dan 
penyelamatan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Bagian Keenam 
Bid.ang Sarana dan Prasarana 

(1) Seksi Rencana Operasi Penyelam.atan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 24 huruf a, bertugas melaksanakan rencana operasi penyelamatan 
kebakaran. 

(2) Seksi Medis Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, 
mempunyai tugas rnelaksanakan kegiatan penyelamatan pada 
kecelakaan bantuan layanan medis darurat pada kejadian bencana. 

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diphnpin oleh 
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepacla 
Bidang Penyelamatan. 

Pasal 25 
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Palla masing-rnasing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk 
sejurnlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32 

Jabatan Fungsional sebaga.imana dimaksud dalam PasaJ 31, adalah 
sekelompok jabatan yang berisi Iuugsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fnngsinnRl ynng berdasarkan pada keahhan dim keterampilan tertenru, 

Pasal 33 

(l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
huruI c, Pasal 20 huruf c, Pasal 24 huruf c, dan Pasal 28 huruf c, terdiri 
dari sejumlab Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
sub koordinator sesuai denga.n ruang lingkup hidang tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Koordinator sebagairnana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya. 

(41 Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu 
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kclornpok sub substansi. 

Pasal 30 

(l) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis 
opersional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas : 
a. U.PTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan 

jumlab beban kerja 10.000 atau lebi.h jam kerja efektif per tahun; dan 
b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah 

beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam 
kerja efektif per tahun; 

(4) Pembenrukan UPTD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis 
kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. 

Bagian Kedelapa.n 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasa1 31 

(lJ Seksi Prasarana Teknis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28 huruf a, 
bertugas rnelaksanakan kegiatan proses penyediaan prasarana 
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, 

(2) Seksi Sarana Tekois sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 28 huruf b, 
bertugas melaksanakan kegiatan proses penyediaaa sarana teknis 
penanggu langan kebakaran dan penyelamatan. 

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada dibawah clan bertanggung jawab kepada 
Bidang Sarana dan Prasarana. 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknls Daerah 

Pasal 29 

-10- 



Pasal 38 

(!) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, KepaJa Sub Bagian dan Kepala Seksi 
diangkat dan diberhentikan oleh Walikola atas usu! Kepala Dinas 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 35 

(I) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
maeing-rnasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah 
yang diperlukan sesuai dengan kelentuan l:'eraturan Perundang-Undangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja 
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bi.mbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Setiap pimpinan satuan organiaasi wajib mengi.kuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan rnasing-rnasing dan 
menyampaikan laporan secara berkala. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk me.mberikan petunjuk 
kepada bawahan, 

(5) Dalam menyampaikan laporan maaing-rnasing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disarnpalkan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunayi hubungan kerja. 

(6) Dalam rnelaksanakan tugasnya seuap plmpinan organlsasi dibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahannya masing-maslng wajib rnengadakan rapat berkala. 

Pasal 36 

(1) Dalam ha! Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala 
Dlnas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dlnas. 

Pasal 37 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam Iingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kcpada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BABVI 
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 34 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masmg-masing rnaupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dmas sesuai dengan 
tugas rnasing-masing. 

(5) Ketentuan Jebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok 
sub substansl dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

• 
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NOMOR 10 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, ?-S - I - 2022 

2022 

Peraturan Walikota inimulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, rnaka Peraturan Walikota 
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Kendari (Berita Daerah Kora 
Kendari Tahun 2016 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 40 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
{4] Kepala Dinas rnerupakan jabatan eselon lib atau .Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratarna. 
(5) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IITb atau Jabatan 

Administrator. 
(7) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi rnerupakan jabatan eselon rva 

atau Jabatan Pengawas. 
(8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda. 
(9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 

struktural di Iingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

- 12 - 



1 ~-~~~~"'1!'.l---!-r-::1~--i 
2 \c111-e1cyr o"' 

PARAF KOORDINASI 

1~~1~:-:;>~-~ .- .',- {~ :.~ 
, .. ;3:-13, ou-:0·"1;·• ... J· ..... ·.,..~ .,,._ .... _1 - ,, - _.. taiu.• 

SEKRETARIAT 

~ 
SU&DAGIAN I PERENCANMN 

-I SUBBAGIAM I kEUANCiAN 

-I SUB BAGIAN 
UMUM DAN K!P[GAWAIAN 

I I 
BIDMG llll>AIIG -NG lfl>ANG 

Pl:~EGAMAN PE"'IOAMAN PllNYILAMA TAN $,\ ..... NA <>.OH P-AAl\1'1A 

I I I I I I 

SEl<SI PEMBERDAYAAN Sl!KSI SEKS.I 5!1(51 - MASYAAAKAT DAN ~ RENCANA OPf!IASJ - RENCANA OPERASJ - PRASARANA T!KNIS 
P!UTIHAN PE MAD AMAN P!NYl!LAMATAN 

S!KSI S!KSI SEKSl S!l<SI - KlklASA.MA DAN ~ KOMUNIKASI OPUASI - ME:OIS OARURAT - SAAANA T!!KNlS 
PUBUk'ASl DAN lNVESTIG"51 

SUB- ICOORDJHTOfl DAN SUB t<OOROtN'tOR OAN $UIS t(OORDTNTOll 0-'N SUD KOORDJ;ffTOROAN 
kl.lOMPOKJASATAH K!LOMPOKJAIJ.ATAN K!!LOMPOKJA8ATAN K!l.0'4POl(;JASATAH - F\JNGSlOHAl - FUNGS:lONAL - ,UNGSIONAI. - FUNGSJONAL 

I I I I I I I I 

UPTO - 

BAGAN STRUKTUR ORGAl'(ISASI 
DINAS KEBAKARAN KOTA KEHDARI 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR iO TAHUN 2022 
TANGGAL : ').S - I· 2022 

- 13- 

• r' 


	001.pdf (p.1)
	002.pdf (p.2)
	003.pdf (p.3)
	004.pdf (p.4)
	005.pdf (p.5)
	006.pdf (p.6)
	007.pdf (p.7)
	008.pdf (p.8)
	009.pdf (p.9)
	010.pdf (p.10)
	011.pdf (p.11)
	012.pdf (p.12)
	013.pdf (p.13)

